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MOTTO 

 

                   

              

 

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga 

orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki 

dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada 

mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

mengetahui. (QS. An-Nur [24] : 32)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1Syamil al-qur‟an, Al-Qur‟an dan Terjemahan (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA 

ARKANLEEMA, 2010), 78. 
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ABSTRAK 

Khilya Annisa, 2021:Implikasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap 

Peningkatan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lumajang. 

Kata Kunci:Implikasi, Dispensasi Kawin 

Dispensasi kawin merupakan fenomena kasus yang sering terdapat pada 

Pengadilan Agama. Dalam tatanan tingkatan kasus yang sering terjadi di 

Pengadilan Agamadispensasi kawin angka permohonannya menempati angka 

tertinggi di Pengadilan Agama, terutama pengadilan Agama Lumajang yang mana 

mayoritas penduduk Lumajang masih menerapkan budaya adat istiadat 

menikahkan anak padarentan usia dini. Pada kenyataannya, di negara Indonesia 

sendiri batasan usia perkawinan telah diatur dalam sebuah Undang-undang. 

Awalnya batas minimal usia perkawinan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 

tahun untuk laki-laki, kemudian batasan itu diubah dengan beberapa faktor dan 

tujuan, menjadi setara 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Aturan ini dimuat 

dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974. 

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana fenomena 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang? 2)Bagaimana implikasi 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispenssi kawin?. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Pemahaman tentang fenomena dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Lumajang. 2)Pemahaman tentang implikasi Undang-

undang 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi kawin?. 

Untuk mekaji lebih dalam permasalahan tersebut, penelitian ini bertumpu 

pada  jenis metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan 

yuridis-empiris. Adapun teknik pengumpulan data diambil dengan cara observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Kemudian diolah dengan menganalisis data secara 

deskriptif kualitatif.  

Kesimpulan yang diperoleh dari kajian ini: 1)Banyaknya faktor yang 

melatarbelakangi masyarakat melakukan perkawinan dibawah umur dan 

mengajukan permohonan dispensasi kawin, diantarnya pengaruh dari media sosial 

dan lingkungan, baik lingkungan dalam keluarga (berupa mindset dan Pendidikan 

keluarga terhadap pernikahan usia dini). Maupun lingkungan diluar 

keluarga(pergaulan bebas) juga karena adanya perubahan Undang-undang 

Perkawinan, terutama batasan usia perkawinan. 2)Setelah diberlakukannya UU 

Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang masih 

mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2020 dan 2021 yang 

awalnya tercatat hanya 341 perkara pada tahun 2019 kemudian melonjak menjadi 

1048 perkara pada tahun 2020 dan 894 perkara pada tahun 2021. Perlu adanya 

kerjasama antara pihak Pengadilan dengan pemerintah daerah setempat guna 

mensosialisasikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juga memberikan 

pemahaman kepada masyarakat terkait dampak negatif perkawinan dibawah 

umur.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan ibadah mulia penyempurna separuh agama, 

juga merupakan salah satu ibadah terpanjang. Karena perkawinan adalah 

gerbang awal dimana terbentuknya golongan terkecil dari masyarakat yang 

disebut dengan keluarga. Perkawinan merupakansebuah kodrat yang Allah 

tetapkan pada manusia. Karena Allah SWT menciptakan hambnyamemiliki 

pasangan satu dengan yang lain untuk saling melengkapi juga saling berkasih 

dan sayang, seperti firman-Nya dalamQur’an surah Ar-Rum yang berbunyi:  

                       

                     

 
Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran )-Nya ialah Dia 

menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar 

kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia 

menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 

Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar-Rum : 21).
2
 

 
Adapun istilah perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 

1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3 

                                                           
2Syamil al-qur‟an, Al-Qur‟an dan Terjemahan (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA 

ARKANLEEMA, 2010), 105. 
3Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam 

(hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan),(Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), 4. 



2 

 

Sejatinya perkawinan itu bukan hanya menikahkan sepasang laki-laki 

dan perempuan, akan tetapi juga menikahkan dua buah keluarga. Maksud dari 

menikahkan dua buah keluarga adalah mengikat dua keluarga menjadi satu 

dengan tujuan menjaga silahturahmi juga segala sesuatu perbuatan yang 

dilakukan oleh dua pasangan suami istri akan berdampak juga terhadap 

keluarga, namun yang lebih dominan menentukan arah tujuan dari sebuah 

pernikahan adalah pasangan suami istri itu sendiri. Kehidupan rumah tangga 

tidak seperti yang dibayangkan, tidak ada satupun kehidupan rumah tangga 

yang berjalan lurus sesuai dengan apa yang diinginan tanpa adanya 

problematika yang berubah-ubah. Kematangan pasangan suami istrilah yang 

menentukan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tersebut.
4 

Beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi kasus pernikahan 

dibawah umur atau sering disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini 

adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, yang salah 

satu atau kedua mempelainnya belum memenuhi syarat batasan 

usiamelakukan sebuah perkawinan. Dan untuk melangsungkan pernikahan 

sepasang suami istri wajib mengantongi surat izin kawin dari Pengadilan 

Agama atau Mahkamah Syar’iyah. 

Di Indonesia dikenal dengan istilah dispensasi kawin. Yaitu 

pemberian hak kepada calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan 

meskipun usianya belum mencapai batas minimal yang berada dalam undang-

undang yaitu 19 tahun. Idelanya, calon mempelai yang akan menikah 

                                                           
4Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawina,  (Jakarta: Kencana Mas Publish 

House, 2005), 16-17. 
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hendaknya mereka telah berusia minimal 19 tahun untuk calon pengantin laki-

laki dan perempuan. Jika dalam kenyataannya salah satu ataupun kedua calon 

pengantin belum memenuhi persyaratan batas usia untuk menikah, maka calon 

mempelai dapat melangsungkan perkawinan dengan syarat melakukan 

pengajuan permohonan dispensasi kawin sesuai dalam amanat PERMA 

(peraturan Mahkamah). Artinya, para pihak dapat mengesampingkan salah 

satu syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu berkaitan dengan batasan 

usia dalam perkawinan dengan cara melakukan pengajuan permohonan 

dispensasi kawin yang diajukan oleh kedua orangtua para pihak calon 

mempelai kepada Pengadilan Agama Bagi pasangan yang beragama Islam dan 

untuk pasangan  yang beragama non-muslimdapat diajukan ke Pengadilan 

Negeri. 

Batasan umur perkawinan dalam Islam tidak disebutkan secara 

spesifik. Ketentuan umur perkawinan dalam Islam bagi pria dan wanita adalah 

akhil baligh, atau sering disebut dengan dewasa.Dapat dilihat tanda-tandanya, 

bagi perempuansaat ia telah mencapai umur 9 tahun dengan disertai datangnya 

masa menstruasi. Dan tanda-tanda untuk pria sekitar usia lima belas tahun 

diikuti dengan mimpi basah. Sedangkan batas umur perkawinan yang berada 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) sebelum revisi adalah 

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun 

dan wanita mencapai umur 16 tahun”. 

Adanya peraturan yang membahas batas minimal usia perkawinan 

dibuat tanpa adanya tujuan yang jelas. Batasan usia perkawinan dibuat dengan 



4 

 

maksud agar suatu perkawinan dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh, 

tanpa adanya unsur permainan atau dibuat-buat oleh calom mempelai, 

tentunya membutuhkan kematangan jiwa dan raga. Dan yang paling utama 

adalah mewujudkan tujuan dari perkawinan, dimana tujuan dari sebuah 

perkawinan tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 

yang berbunyi “tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari 

sebuah perkawinan juga tercantum dalam kitab Kompilasi Hukum Islam, yang 

mana berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.
5 

Ada beberapa aturan yang beradapada Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 yang dirubah atau direvisi, terutama aturan yang berkenaan 

dengan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah. Seseorang 

diperbolehkan untuk menikah jika telah mencapai batas minimal usia 

pernikahan, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. 

Kemudian dalam aturan yang baru batas minimal usia tersebut dirubah, 

dinaikkan menjadi 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. 

Pertimbangan yang sangat matang menaikkan batas usai minimal perkawinan 

adalah merupakan salah satu cara untuk dapat mewujudkan tujuan dari sebuah 

perkawinan yangharmonisdan mencegah hubungan pernikahan menjadi 

sebuah perceraian, serta dapat menghasilakan keturunan yang sehat dan 

berkualitas. Juga diharapkan dengan adanya kenaikan batas minimal usia 

                                                           
5Mardi Candra, Pembaruan Hukum Dispensasi kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, 

(Jakarta: KENCANA, 2021), 10. 
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perkawinan dapat menekan mortalitas pada ibu dan anak yang disebabkan 

karena belum siapnya kondisi ibu secara biologis.
6
 Yang mana bisa difahami 

bahwasanya hak seorangwarga negara sudah dijamin oleh UUD 1945 sebagai 

atauran hukum dasar utamanya dalam hierarki peraturan perundang-undangan 

di Indonesia.
7
 Oleh karena itulah, Mahkamah Konstitusi memerintahkan 

kepada lembaga legislatif untuk melakukan perubahan Undang-undang 

Perkawinan dalam jangka waktu selama tiga tahun.  

Ada beberapa ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan yang 

mengalami revisi. Demi kepentingan bersama Pemerintah menerbitkan dan 

memberlakukan Undang-undang perkawinan yang baru, yakni Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 15 Oktober 

2019. Yang mana terdapat poin yang membahas mengenai aturan batas usia 

minimal seseorang dapat melakukan pernikahan. Alasan dirubahnya batas usia 

minimal perkawinan adalah karena adanya perbedaan batas usia antar 

perempuan dengan laki-laki, menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanan 

mendapatkan hak sebagai seorang dalam suatu keluarga, sebgaimana yang 

telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, juga dalam Pasal 28B ayat 

(2) UUD 1945 yang mana menjamin perlindungan dan pemenuhan anak yang 

timbul akibat dari diskriminasi. Dapat dilihat jika batas minimal usia 

perkaiwan lebih rendah perempuan daripada laki-laki, maka secara hukum 

                                                           
6Nur Shofa Ulfiyati, Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui 

Dispensasi Kawin, (Pamekasan: Duta Media Publising, 2019), 1-2.  
7 Nur Solikin. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia. (Jember: STAIN Jember 

Press, 2014), 74. 
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perempuan lebih dahulu dapat melakukan pernikahan dan membentuk suatu 

keluarga.
8
 Hal ini mengakibatkan anak perempuan memiliki potensi 

kehilangan hak nya lebih cepat. Karena diusia retan usia 16 tahun masih 

terbilang remaja dan dapat dikatakan masa kanak-kanak.  

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PPU-XV/2017 yang salah satu 

pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun 

tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau 

menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warna 

Negara, baik yang termasuk ke dalam hak-hak sipil dan politik namun hak-hak 

ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh 

dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan 

demikian jelas merupakan diskriminasi.”  

Di Kabupaten Lumajang, masih banyak dijumpai kejadian perkawinan 

dibawah umur. Sehingga menyebabkan kenaikan angka pengajuan 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang. Awalnya pada 

tahun 2017 dan 2018 angka pengajuan permohonan dispensasi kawin hanya 

selisih 8 angka, 180 pada tahun 2017 dan 188 pada tahun 2018. Kemudian 

mengalami lonjakan pada tahun 2019 menjadi 341 pasangan yang mengajukan 

permohonan dispensasi kawin. Kemudian setelah diberlakukannya Undang-

undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 

1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 15 oktober 2019 terutama 

                                                           
8Himawan Tantura dan Erwin Jusuf, Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang 

Perkawinan di Kabupaten Pohuwat, Jurnal Hukum Islam, Vol 1 No. 1 (Agustus, 2020), 42.  
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mengenai batasan usia perkawinan. Maka, pada tahun 2020 dan 2021 jumlah 

pengajuan permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan yang sangat 

signifikan yaitu 1048 pada tahun 2020 dan 894 pada tahun 2021, selain itu 

disebabkan juga adanya wabah di Indonesia yaitu virus covid-19.
9
. 

Oleh sebab itu,Berdasarkan pada latar belakang diatas penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam serta lebih luas, dengan mengangkut judul 

“Implikasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Peningkatan 

Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lumajang”. 

B. Fokus Kajian 

1. Bagaimana kontruksi pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dibawah umur? 

2. Bagaimana implikasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap 

peningkatan disepensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Pemahaman kontruksi pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dibawah umur. 

2. Pemahaman tentang implikasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

terhadap peningkatan dispensasi kawin. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan penelitian ini dapat membawa dan menambah wawasan yang 

luas bagi para pembaca dan dapat menjadi salah satu media dalam 

                                                           
9 Tony Hermawan,  Tahun Ini Pengajuan Pernikahan Dini di Lumajang Meningkat Dua Kali 

Lipat, diakses darihttps://surabaya.tribunnews.com/2020/08/15/tahun-ini-pengajuan-pernikahan-

dinidilumajang-meningkat-dua-kali-lipat-penyebabnya, Tanggal 30 Januari 2022, Pukul 13.03. 

https://surabaya.tribunnews.com/2020/08/15/tahun-ini-pengajuan-pernikahan-dinidilumajang-meningkat-dua-kali-lipat-penyebabnya
https://surabaya.tribunnews.com/2020/08/15/tahun-ini-pengajuan-pernikahan-dinidilumajang-meningkat-dua-kali-lipat-penyebabnya
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mengembangkan kompetensi, terlebih terkait dengan implikasi Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 teradap peningkatan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Lumajang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepenulisan bagi 

instansi maupun menjadi daftar rujukan bagi penelitian-penelitian 

berikutnya yang mungkin memiliki makna substansi yang sama 

dengan penelitian ini. 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi valid serta membantu 

memberikan manfaat juga kesadaran bagi masyarakat khususnya 

terkait dengan keterlibatan manusia atau disebut implikasi dalam 

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap peningkatan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang.  

E. Definisi Istilah 

Merupakan beberapa pengertian atau definisi istilah yang terkait 

dengan pembahasan penelitian.Bertujuan untuk menghindari adanya 

kesalahpahaman terhadap makna istilah yang berkaitan dengan pembahasan.
10

 

1. Implikasi  

Implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

keterlibatan manusia yang menjadi objek dalam suatu percobaan atau 

                                                           
10 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember 

Press, 2019), 45-46 
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penelitian.
11

 Sedang menurut para ahli arti kata implikasi adalah suatu 

konsekuensi yang terjadi akibat dari sebuah hasil penelitian atau 

penemuan atau sering disebut dengan kesimpulan dari sebuah penelitian.
12

 

2. Dispensasi Kawin 

Dispensasi ialah suatu jalan keluar atau pemakluman dari sebuah 

peraturan yang berlaku. Sedangkan pengertian dispensasi kawin sendiri 

adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang atas suatu 

permohonan masyarakat yang merupakan pengecualian dari suatu larangan 

Undang-undang atau peraturan yang berlaku.   

Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah RI Nomor 5 Tahun 2019 

pengertian dispensasi kawin ialah perizinan untuk melaksanakan 

perkawinan yang ditetapkan oleh lembaga pengadilan kepada pasangan 

suami atau istri yang kurang dari usia 19 tahun.
13

 

Dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin ialah hak berupa izin 

untuk seseorang melangsungkan perkawinan meski belum memenuhi 

syarat batas usia dalam pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah 

diluar aturan yang telah ditetapkan dengan melakukan pengajuan 

permohonan ke Pengadilan. Pengajuan permohonan dilakukan pada 

Pengadilan Agama setempat bagi orang muslim dan Non Muslim 

dilakukan permohonan pada Pengadilan Negeri.  

 

                                                           
11 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, KBBI V 0.4.0 Beta (40), Badan Pengembangan 

Bahasa dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

https://github.com/yukuku/kbbi4, diakses pada sabtu, 29 september 2021 pukul 09:21. 
12Andri Yanto, Kamus Ilmiah Populer, (Indonesia: Guepedia, 2021),120. 
13 Pasal 1 Angka 5 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019.  

https://github.com/yukuku/kbbi4
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3. Batasan Usia Nikah  

Batasan berasal dari kata batas yang berarti patokan atau suatu 

garis yang tidak boleh dilampaui. Sedangkan pengertian batasan usia 

nikah ialah patokan atau ketentuan umuruntuk diperbolehkan 

melangsungkan perkawinan.  

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan 

menyebutkan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan apabila calon 

pengantinpria dan Wanita telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun. 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini secara keseluruhan dibagi menjadi lima bab. 

Masing-masing dari bab tersebut menguraikan pembahasan tersendiri secara 

utuh sesuai langkah penulisan karya ilmiah yang berlaku. Pembagian 

pembahasan dalam penelitian ini sangat penting dalam pelaksanaan penulisan, 

juga untuk pembaca yang ingin mencermati agar mudah dalam memahami 

masalah yang diteliti oleh penulis, serta membentuk kerangka berfikir dalam 

penelitian. Sistematika pembahasan skripsi ini secara garis besar sebagai 

berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai awalan tentang pembahasan 

dalam penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang masalah yang merupakan 

realitas problematika dari penelitian penulis, rumusan permasalahan, fokus 

kajian,tujuan dan manfaat penelitian untuk mengetahui kontribusi ilmiyah dari 

penelitian ini. Kemudian untuk memperjelas penelitian dan membentuk 
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kerangka berfikir dalam penelitian ini ditulislah definisi istilah, dan 

sistematika pembahasan 

Bab kedua  merupakan bagian kajian pustaka yang terdiri dari 

penelitian-penelitian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan dengan 

“Implikasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Peningkatan 

Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lumajang”. 

Bab ketiga tentang metode penelitian, yaitu prosesi dalam penentuan 

data penelitian hingga pada proses penyimpulan diantaranya adalah 

pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data. 

Bab keempat ialah bagian penguraian terkait pembahasan penelitian. 

Bagian ini merupakan hasil dari pemaparan masalah yang dibahas. 

Bab kelima bagian penutup berupa hasil akhir dari skripsi yang 

berisikan dengan simpulan dan saran.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Merupakan bagian yang memaparkan hasil penelitian terdahulu yang 

masih berkaitan dengan tema penelitian. Dalam hal ini antara lain: 

1. Skripsi yang berjudul “Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Di Desa Talang Segegeh Kec. Renah 

Pembarap Kab. Merangin)”
14

 oleh Rosidahpada tahun 2021, program studi 

Hukum KeluargaIslam fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan 

Thaha Saifuddin Jambi, dengan fokus penelitian1)Bagaimana pandangan 

masyarakat desa Talang Segegeh terhadap perubahan Undang-undang 

Perkawinan No 1 tahun 1974? 2) Bagaimana dampak dari pemberlakuan 

Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 di desa Talang 

Segegeh?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

(field research) penelitian lapangan. dengan pendekatan penelitian yuridis-

empiris, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan 

dokumentasi. Kemudian dianalisis dalam bentuk deskriptif. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

yang mana awalnya usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan 

untuk laki-laki adlah 19 tahun belum memadai karena belum siap secara 

lahir dan batin, dan setelah diberlakukannya Undang-undang No 16 Tahun 

2019 tentang Perkawinan terdapat dampak positif yaitu adana 

                                                           
14 Rosidah, Dampak Permberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan 

(Di Desa Talang Segegeh Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin),  Skripsi (Jambi: Universitas 

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021). 
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perlindungan hak-hak anak dibawah umur atas kekerasan diskriminatif 

juga mencegah adanya perkawinan  dini atau perkawinan dibawah umur, 

sedangkan dampak negatifnya yaitu banyak masyarakat yang melakukan 

perkawinan dibawah tangan dan tidak tecatat akta pernikahannya. 

Perbedaannya adalah penelitian ini mengarah kepada pengaruh kenaikan 

batas usia perkawinan bagi perempuan sedangkan penulis mengarah 

kepada implikasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan persamaan 

dari penelitian ini adalah, sama-sama membahas mengenai peningkatan 

dispensasi kawin. 

2. Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin 

(Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 

1767/Pdt.P/2019/PA.Jr)”
15

 oleh Muhammad Isbatul Iman pada tahun 2020, 

program studi Hukum Keluarga, fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam 

Negeri Jember, dengan fokus permasalahan 1. Apa latar belakang hakim 

Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara permohonan 

dispensasi kawin dalam putusan nomos 1767/Pdt.P/2019/PAJr? 2. 

Bagaimana analisi yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan 

Agama Jembertentang dispensasi kawin dalam putusan nomor 

1767/Pdt.P/2019/PAJr?. Skripsi ini menggunakan metode penelitian 

kepustakaan, sedangkan metode hukum yang di gunakan adalah penelitian 

hukum normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data 

wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode 

                                                           
15Muhammad Isbatul Iman, Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis 

Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr). Skripsi (Jember: 

Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021) 
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deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.Kesimpulan dari penelitian 

ini adalah latar belakang hakim Pengadilan Agama Jember dalam 

menetapkan permohonan dispensasi kawin nomor 1767/Pdt.P/2019/PAJr 

dengan alasan karena calon suami istri sudah siap untuk melaksanakan 

perkawinan, yang menjadi acuan dikabulkannya permohonan ini, karena 

jika calon suami istri tidak melaksanakan dispensasi kawin, maka akan 

melakukan nikah sirri atau nikah dibawah tangan yang tidak sah dihadapan 

hukum.Perbedaan penelitian ini adalah jenis penelitiannya, dimana 

penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 

sedangkan yang peneliti lakukan adalah lapangan (field research). Dilain 

sisi penelitian ini menekankan kepada latar belakang dan pertimbangan 

hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Nomor 

1767/PdtP/2019/PAJr. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas 

mengenai analisis yuridis putusan hakim Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr 

tentang permohonan dispensasi kawin sedangkan penulis membahas 

mengenai implikasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan 

persamaannya, sama-sama membahas mengenai dispensasi kawin. 

3. Skripsi dengan judul “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 sebagai syuarat pelaksanaan perkawinan (studi kasus 

di kecamatan bukit kapus kota dumai)”
16

 oleh Rama Dandi pada tahun 

                                                           
16Rama Dandi, Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai syuarat pelaksanaan 

perkawinan (studi kasus di kecamatan bukit kapus kota dumai), Skripsi (Riau: Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).  
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2021, program studi Hukum Keluarga, fakultas Syari’ah Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan fokus permasalahan 1) 

Bagaimana standar usia nikah prespektif masyarakat di kecamatan Bukit 

Kapur kota Dumai? 2) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya 

perkawinan usia dini? 3) Bagaimana efektivitas batas usia nikah dalam 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 sebagai syarat pelaksanaan perkawinan di kecamatan 

Bukit Kapur kota Dumai?. Skripsi ini menggunakan metode penelitian 

lapangan (field research), sedangkan metode hukum yang digunakan 

adalah sosiologis-empiris. Adapun pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah pendapat masyarakat tentang usia ideal menikah 

berbeda-beda, mayoritas dari mereka menunjuk usia 20 tahun keatas 

sebagai umur ideal untuk menikah, akan tetapi masyarakat awam 

berpendapat bahwa usia ideal pernikahan berdasarkan balighnya 

seseorang. Artinya, laki-laki sudah mengalami mimpi basah dan 

perempuan mengalami haid.  Menurut masyarakat faktor-faktor penyebab 

pernikahan dini adalah rendahnya pendidikan, pergaulan yang terlalu 

bebas, faktor ekonomi, dan broken home.Perbedaannya adalahpenelitian 

ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan 

usia dini dan keefektifan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di 
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Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Riau. Dan persamaannya adalah 

sama-sama membahas mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. 

4. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Sebagai 

Perwujudan Perlindungan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 

34/PDT.P/2020/MS.SKL)”
17

 oleh M. Ilham Diliminata pada tahun 2021, 

Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, dengan fokus permasalahan 

1) Bagaimana dampak perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah 

umur?, 2) Apa saja syarat-syarat agar dapat dilakukan dispensasi 

perkawinan anak dibawah umur?, 3) Bagaimanakah analisis terhadap 

perlindungan anak dalam hal dispensasi perkawinan pada Putusan Nomor 

34/pdt.p/2020/MS.Skl?. penelitian ini menggunakan metode penelitian 

(library research), sedangkan metode hukum yang digunakan adalah 

normatif. Adapun metode pengumpulan data dengan menggunakan cara 

menelaah bahan-bahan pustaka yang telah tersedia. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah adanya dampak positif dan dampak negatif dari 

perkawinan dibawah umur antara lain terhindar dari pergaulan bebas atau 

tidak terjerumus ke lembah perzinaan dan dampak negatif perkawinan 

dibawah umur secara biologis yaitu mulut rahim wanita ditakutkan belum 

siap menerima hubungan seksual dan reproduksi yang akan menyebabkan 

kanker. Dan syarat pengajuan permohonan dispensasi kawin tercantum 

dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2019. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai 

                                                           
17 M. Ilham Diliminata, “Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Sebagai Perwujudan Perlindungan 

Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 34/PDT.P/2020/MS.SKL, Skripsi (Sumatra: 

Universitas Sumatra Utara, 2021). 
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dispensasi kawin sebagai perwujudan perlindungan anak dibawah umur 

sedangkan peneliti membahas mengenai implikasi Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin. Dan persamaannya adalah sama-

sama membahas mengenai dispensasi kawin. 

5. Skripsi dengan judul “Efektifitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi 

Perkawinan (Pasal 7) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang)”
18

oleh Valeriel Margarettha Susanto pada 

tahun 2021, fakultas hukum Universitas Islam Malang, dengan fokus 

permasalahan. 1) Faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat 

untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

kabupaten Malang? 2) Bagaimana efektifitas pemberlakuan batas usia 

perkawinan (pasal 7) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap 

tingkat jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang?. Skripsi ini menggunakan metode penelitian 

lapangan (field research), sedangkan metode hukum yang digunakan 

adalah sosiologis-empiris. Adapun pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, dan studi pustaka, kemudian menganalisis data 

menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

mengenai hal-hal atau faktor yang mendorong masyarat mengajukan 

permohonan dispensasi kawin yaitu faktor hamil diluar nikah, faktor 

ekonomi, dan faktor pendidikan. Kemudian efektifitas Undang-undang 

                                                           
18Valeriel Margarettha Susanto, Efektifitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan 

(Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang), Skripsi (Malang: Universitas Islam Malang, 2021). 
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Nomor 16 tahun 2019 terhadap jumlah kasus permohonan dispensasi 

kawin dari tahun ke tahun mengalami penaikan dua kali lipat sehingga 

menjadikan pembaruan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terutama 

pasal 7 mengenai batasan usia perkawinan tidak mempunyai pengaruh 

terhadap pengurangan pernikahan dibawah umur. Perbedaannya 

adalahpenelitian ini 2019 khususnya pasal 7, sedangkan peneliti 

membahas mengenai implikasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. 

Dan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019. 

B. Kajian Teori 

1. Batas Usia Perkawinan 

Batas usia menjadi persyaratan seseorang untukmelakukan 

pernikahan. sebelum adanya perubahan, batas usia seseorang dapat 

melakukan perkawinan yaitu jika calon mempelai telah berusia minimal 

16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untukpria. Kemudian terjadi 

perubahan batas minimal tersebut, aturan ini tercantum dalam Undang –

undang perkawinan terbaru, yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perkawinan.  

Berikut adalah penjelasan batasan usia pernikahan menurut Hukum 

Islam, menurut Undang-undang, dan menurut psikologis. 

a. Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam 
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Dalam Al-Qur’an dan Hadist tidak dijelaskan secara signifikan 

berkenaanbatas minimal usai perkawinan. Allah Mengatakan dalam 

Al-qur’an surah An-Nur  ayat 32, berikut:  

لِحِيْنَ مِنْ عِبادَِكُمْ وَامَِا ئكُِمْ    انِْ يَّكُىْ نىُْا فقُرََا ءَ وَانَْكِحُىْا الْْيَاَمَى مِنْكُمْ وَ الصَّ

 ( 23)النر :  يغُْنهِِمُ اللهُ مِنْ فضَْلِهِ  وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ 

“Dan kawinkanlah orang-orang sendiri diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka 

miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan 

Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”
19

 

 

Salah satu hadist Nabi berbunyi : 

مَنِ اسْتَطاَعَ نْ عَبْدِالله بْنِ مَسْعُودٍ قال لنََا رَسوُل الله : يََ مَعْشَراَلشَّبَابِ , ع
مِنْكُمُ البَاءَ ةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ , فإَنََّهُ أغَْضُّ للِْبَصَرِ , وَاَحْصَنُ للِْفَرجِْ , وَمَنْ لََْ 

 يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْهِ بِِلصَّوْمِ , فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاء  

“Dari Abdullah bin Mas‟ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu 

alaihi wa sallam berkata kepada kami, ”Wahai para pemuda, barang 

siapa yang sanggupmencari nafkah, hendaknya dia menikah. Karena 

hal itu dapat menundukkan pandangannya, dan barang siapa yang 

tidak mampu, maka berpuasalah karena puasa dapat meringankan 

syahwatnya.”
20

 

 

Makna yang tersirat dalam hadist tersebut adalah bahwasannya 

Rasulullah SAW menganjurkan kepada pemuda dan pemudi untuk 

menikah apabila mampu, jika belum memenuhi kecukupan untuk 

menikah hendaknya berpuasa karena dengan berpuasa dapat menahan 

hawa nafsu, menjaga pandangan dan kemaluannya. Dalam hadist 

                                                           
19Syamil al-qur‟an, Al-Qur‟an dan Terjemahan (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA 

ARKANLEEMA, 2010), 78. 
20Achmd Muhlis dan Mukhlis, Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur, (Surabaya: Jakad Publish, 

2019), 12. 
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tersebut Rasulullah tidak membahas mengenai batas usia pernikahan 

dan juga tidak melarang melakukan pekawinan diusia muda asal 

mampu. Mampu disini memiliki arti dapat menafkahi dan 

membimbing keluarga.  

Seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai masalah yang 

semakin berkembang, banyak ulama yang berpendapat mengenai 

batasan minimal usia perkawinan, seperti pendapat yang dikemukakan 

oleh ulama’ berikut: 

1). MenurutImam Malik, Imam Syafi’i, Imam Hanafi dan Imam 

Hambali, mereka berpendapat “tidak mensyaratkan mumayyiz 

ataupun kedewasaan bagi calon mempelai. Bagi mereka akil dan 

baligh saja sudah cukup”. Ketentuan ini bukan tanpa adanya alasan, 

tetapi disamping realita tidak adanya aturan dalam Al-Qur’an dan 

hadist yang mengatakan mengenai batasan umur untuk melakukan 

pernikahan. Ulama salaf berpendapat bahwa orang yang hendak 

melangsungkan perkawinan telah baligh dilihat dari fisiknya, laki-

laki telah mimpi basah dan perempuan telah menstruasi.  

2). Menurut Ibnu katsir, seseorang dapat menikah apabila “cukup 

umur atau cerdas”. Adapun baligh adalah “bermimpi dalam 

tidurnya yang menyebabkan keluarnya air yang memancar, dengan 

air itu terjadinya anak”. Pendapat Ibnu Katsir tentang cukupnya 

umur untuk melangsungkan perkawinan hanya tidak berpegangan 
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pada ketentuan baligh saja akan tetapi yang dimaksut cukup umur 

kecerdasan seseorang.  

3). Menurut Rasyid Ridha Bulugh Al-nikah, yang mana “tibanya 

seseorang kepadanya usia untuk melakukan pernikahan, yaitu 

Ketika ia telah bermimpi”. Pada usia ini dikatakan seseorang sudah 

bisa dan sudah sanggup untuk melahirkan anak. 

Perbedaan pendapat antar ulama salaf mengenai batasan usia 

perkawinan tersebut disebabkan karena ketidakadanya dalil nash yang 

mengatakan secara terang-terangan mengenai batasan umur untuk 

menikah dalam Al-qur’an dan Hadist. Al-qur’an tidak memberikan 

patokan umur kepada seseorang yang hendak menikah. Al-qur’an dan 

Hadist hanya memberikan syarat, ketentuan juga tanda-tanda bolehnya 

seseorang untuk menikah, selain itu untuk masalah umur di serahkan 

kepada pribadi masing-masing yang hendak menikah, jika dirasa 

sudah matang dan siap sertadapat memenuhi syarat dan rukun yang 

telah diatur, maka lebih baik untuk disegerakan menikah.
21

 

b. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang 

Pra adanya revisi, minimal umur seseorang agar dapat melakukan 

pernikahandalamUndang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, 

pernikahan hanya diizinkan jika laki-laki sudah mencapai umur 

sembilan belas tahun dan pihak perempuan sudah mencapai enam 

belas tahun. Kemudian, munculnya, pembaharuan berupaUndang-

                                                           
21Nur Hikmah, Ach Faisol, dan Dzulfikar Rodafi, Batas Usia Perkawinan Dalam Prespektif 

Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jurnal ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No. 3 (Malang: 

2020), 7-8. 
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undang Nomor 16 tahun 2019. Tepatnya hal yang dirubah peraturan 

pada pasal 7 yang mengatakan perkawinan hanya diperbolehkan 

apabila laki-laki dan perempuan telah mencapaiminimal umur 

sembilan belas tahun. Sejatinya perubahan yang dilakukan oleh 

pemerintah sendiri berdasarkan pada asas kedewasaan. Karena dengan 

pertimbangan kedewasaan seseorang dianggap mampu melaksanakan 

pernikahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan revisi undang-

undang terbilang cukup lama yaitu 45 tahun. Hal ini dilakukan karena 

beberapa ada beberapa bahan bahasan untuk diperdalam, 

sebagaimanayang tercatat dalam konsiderans Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2019 yaitu perkawinan yang dilakukan pada saat usia anak 

selagi dini, memunculkan dampak negatif bagi pertumbuhan 

perkembangan anak serta akan menyebabkan hilangnya pemenuhan 

hak sebagai anak dalam hal hak pendidikan, hak mendapatkan 

perlindungan dan pembedaan perlakuan, hak kesehatan, dan hak sosial 

anak. Yang mana hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penegasan berikutnya 

tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat 

(1) yang berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang 

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. 

Meskipun batas usia perkawinan adalah 19 tahun, dapat kita ketahui 

dari pasal tersbut ingin mengatakan bahwasannya walaupun seseorang 

telah berusia Sembilan belas tahun, Ketika ia ingin melangsungkan 
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sebuah pernikahan maka tetap harus mendapatkan izin orang tua. 

Dikarenakan usia sembilan belas tahun masih dapat dikatakan 

tergolong dalam kategori remaja akhir. Dimana seorang remaja tindak 

tanduknya tidak lepas dari peranan orang tua.  hal ini lah yang yang 

menjadi acuan pertimbangan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1). Perizinan yang diberikan orang tua 

terhadap anaknya yang hendak menikah dalam dalam hal ini akan 

termasuk dalam blanko N4 yakni blanko persetujuan calon pengantin 

yang disiapkan dari pihak kantor urusan agama.
22

 

 Amanat yang terdapat dalam Undang-undang di atas selain 

bertujuan untuk melindungi anak, juga memiliki tujuan supaya anak 

terjaga dan mendapatkan haknya untuk hidup, mendapatkan 

pertumbuhan dan perberkembangan serta perlindungan atas perbuatan 

kekerasan, ekspolitasi anak, dan perbedaan perlakuan terhadap anak. 

Pemahaman tentang peraturan tersebut harus dikerjakan dan 

diterapkan guna, bisa memberikan proteksi terhadap anak dari hal-hal 

buruk yang tidak diinginkan.   

c. Batas Usia Perkawinan Menurut Psikologis 

Revisi  atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terjadi tanpa adanya sebab, 

terutama pada pasal yang menjelaskan tentang batasan usia 

perkawinan, awalnya pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya 

                                                           
22Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih, Batas Usia Perkawinan Menurut Prespektif Hukum Positif 

di Indonesia dan hukum Islam, Jurnal Muttaqien, Vol 1 No. 1 (Juli, 2010), 80-81. 
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diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun 

dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” 

kemudian dirubah menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria 

dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.hal yang 

melatarbelakangi adanya perubahan tersebut antara lain adalah faktor 

psikologis.  

Psikologi sebagai bidang yang mempelajari tentang perilaku 

manusia, memiliki peranan atas terjadinya perubahan terhadap 

Undang-undang tersebut. Dan usia merupakan diantara dari beberapa 

komponen yang dikaji oleh ilmu psikologis. Sehubungan dengan 

perkawinan muda atau perkawinan dibawah umur, dapat diketahui 

terlebih dahulu golongan usia menurut psikologis. Golongan pertama 

adalah anak-anak (0-12) tahun, dalam fase ini anak mulai mengalami 

perkembangan perilaku. Golongan kedua adalah remaja (13-21) tahun. 

Dalam golongan initerbagi menjadi dua fase yaitu fase puber dan pra-

puber dimana fase ini menjadi fase peralihan atau sering disebut fase 

labil karena menunjukkan sikap yang tidak menentu. Golongan ketiga 

adalah dewasa yaitu masa perpindahan dari masa remaja menuju 

dewasa, biasnya terjadi pada seseorang yang menginjak usia 21 tahun.   

Dapat dilihat realita yang terjadi dimasyarakat, masih banyak 

ditemui masyarakat yang melaksanakan perkawinan dibawah umur 

atau perkawinan muda usia antara 15 tahun sampai 18 tahun. 

Sehingga batasan umur yang ada di Undang-undang tidak berlaku di 
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sebagian daerah seperti Kota Lumajang. Di Indonesia sendiri tercatat 

4,8% perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia 10-14 

tahun. dan 41, 9% perempuan yang melangsungkan perkawinan pada 

usia 15-19 tahun.  

Padahal menurut psikologis ideal perempuan melangsungkan 

perkawinan adalah usia 19-25 tahun sementara laki-laki usia 25-28 

tahun. Dikarenakan pada usia itulah alat reproduksi pada tubuh 

perempuan secara biologis ataupun psikologis sudah berkembang 

dengan baik dan kuat serta mampu untuk melahirkan juga telah 

matang baik secara lahir dan batin. Melaksanakan perkawinan tanpa 

adanya kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu atau kedua 

belah pihak dapat mengakibatkan sikap tidak adanya sikap apresiatif 

terhadap pernikahan dan pelecehan terhadap kesakralan sebuah 

perkawinan. 

d. Batas Usia Perkawinan Menurut Kesehatan 

Dalam ilmu kesehatan menyebutkan bahwa usia ideal untuk 

melangsungkan perkawinan adalah usia 20 tahun untuk perempuan 

dan 25 tahun untuk laki-laki, para ahli dan pakar kesehatan juga 

perlindungan anak mendorong pemerintah untuk menikkan usia 

perkawinan dalam Undang-undang karena mereka berpendapat 

apabila usia perkawinan dinaikkan, maka tumbuh kembang anak akan 

jauh lebih baik dan kelak akan layak dan siap untuk membangun 

rumah tangga.  



26 

 

Dilihat dari segi kesehatan perkawinan dibawah umur atau 

perkawinan dini memiliki dampak yang buruk untuk ibu maupun 

anak, karena alat reproduksi yang belum siap dan belum sempurna. 

Juga belum matangnya organ reproduksi akan mengakibatkan 

datangnya berbagai penyakit seperti kanker serviks, kanker 

payudarah, pendarahan, dan keguguran. Sedangkan dampak buruk 

bagi anak yaitu lahir belum cukup umur, berat badan ketika bayi 

dibawah rata-rata, cacat dari lahir, hingga kehilangan nyawa.
23

 

Secara biologis, seorang anak terutama perempuan yang 

melangsungkan pernikahan dini secara alamiyah alat reproduksi 

belum siap untuk  hubungan seksual. Apabila ia melakukan hubungan 

seksual dengan suaminya terjadi pembuahan, terlebih lagi hingga 

melahirkan, maka akan berpotensi menimbulkan bahaya yang lain, 

seperti trauma dan perobekan saat melahirkan hingga adanya infeksi 

dan penyakit lainnya yang sangat membahayakan nyawanya. 

2. Dispensasi Kawin 

Dispensasi kawin adalah suatu perizinan yang diberikan oleh 

Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang belum mencapai usia 19 

tahun untuk melakasnakan pernikahan. Perkawinan dibawah umur tidak 

diperbolehkan kecuali mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat 

berupa surat dispensasi kawin, dengan surat tersebut pihak Kantor Urusan 

Agama bisa mengesahkan atau menikahkan pasangan yang masih dibawah 

                                                           
23Manuaba,Memahami kesehatan reproduksi wanita. Edisi 2. Jakarta : EGC, 2009.  
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umur untuk menikah.
24

 Singkatnya dispensasi kawin merupakan 

kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah 

perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu Undang-undang 

memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan 

dispensasi kawin khusus yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri 

khusus yang beraga non-Islam.  

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dalam 

pasal 13 disebutkan bahwa: pertama, jikalau seseorang hendak 

melangsungkan perkawinan dan salah satu atau kedua calon belum 

mencapai usia minimal menikah, maka harus mengantongi izin menikah 

dari Pengadilan Agama atau mengajukan permohonan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama. Kedua, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh 

kedua orang tua, baik orang tua pihak laki-laki atau orang tua pihak 

perempuan. Ketiga, setelah adanya pemerikasaan dalam persidangan di 

Pengadilan Agama juga ditemukan hal-hal yang memungkinkan ketua 

sidang memberikan penetapan, maka kemudian pihak Pengadilan Agama 

akan memberikan penetapan dispinsasi kawin.
25

 Penetapan yang diberikan 

oleh Pengadilan Agama tersebut sangat diperlukan bagi calon pengantin 

yang berada diluar batasan umur menikah sebagaimana yang tercantum 

dalam Undang-undang Perkawinan. Pengajuan permohonan dispensasi 

kawin harus dilakukan oleh orang tua atau wali calon pengantin.  

                                                           
24Anwar Sitompul, Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama, (Bandung: 

Armico, 1984), 65. 
25PERMA RI No. 5 Tahun 1975. 
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Tatacara pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin sama 

seperti pengajuan perkara yang lainnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Pihak yang berperkara datang ke Pengadilan Agama setempat. 

b. Membawa persayaratan fotocopy KTP para pemohon. 

c. Membawa fotocopy surat nikah pemohon 

d. Membawa surat penolakan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama 

e. Membawa surat keterangan status calon mempelai yang diperoleh dari 

Kantor Urusan Agama. 

f. Membawa fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir calon 

mempelai 

g. Surat-surat persyaratan harus bermaterai dan di cap Pos 

h. Setelah persyaratan selesai dan dipenuhi, pemohon wajib membayar 

panjar biaya berperkara sesuai yang telah ditentukan 

3. Undangh-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Pada akhir tahun 2019 masyarakat Indonesia kembali diatur dengan 

adanya Undang-undang perkawinan yang baru yakni Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 untuk berlaku di tengah masyarakat. Dan mulai diterapkannya 

Undang-undang perkawinan yang baru ini pada tanggal 15 Oktober 2019 

setelah sehari sebelumnya disahkan oleh presiden.  

Perubahan yang terjadi pada pada Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 ini terpadat pada pasal 7. Yaitu pasal yang mengatur terkait 



29 

 

batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan. 

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun" (Pasal 7 angka 1).
26

 

Faktor yang melatarbelakangi adanya perubahan pada pasal 

tersebut banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Dibalik 

daripada itu pernikahan di usia dini menimbulkan banyak kerugian 

immateril dari dari pihak wanita dan juga anak seperti:
27

 

a. Dari segi kesehatan anatomi seorang wanita yang mengandung dalam 

dalam usia rata-rata 16 tahunprosentase kematian ibu yang 

mengandung pada usia itu dua kali lipat dari pada ibu mengandung 

pada usia 20 sedangkan bagi anak, anak yang terlahir dari ibu dalam 

usia 16 tahun 20-30% akan terlahir dengan kondisi premature dan 

rentan kekurangan gizi. 

b. Dengan kelangsungan seorang wanita yang menikah pada rentan usia 

16 tahun maka ada sisa 3 tahun waktu mengenyam pendidikan yang 

tidak bisa dirasakan hal ini juga sesuai dengan amanat peraturan 

mentri pendidikan No. 19 tahun 2016 yakni batas minimal wajib 

berpendidikan warga negaranya selama 12 tahun. Hal ini juga 

bertentangan dengan amanat UUD 45 pasal 28B dimana warga negara 

mendapatkan hak untuk melanjutkan hidup, berpendidikan dan lain 

sebagainya 

                                                           
26Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
27 Xavier Nugraha, Aninda Aqiila Putri, Risdiana Izzaty, Rekonstruksi Batas Usia Minimal 

Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK 

No. 22/PUU-XV 2017, Lex Scientia Law Review Vol. 3 No. 1 Mei 2019, 44-45. 
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c. Kerugian dari segi psikologis, yakni usia belasan merupakan masa 

yang belum matang seseorang untuk melangsungkan pernikahan hal 

ini justru akan memberikan peluang untuk terjadinya KDRT 

(Kekerasan Dalam Rumah Tangga). 

Dari akumulasi permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa 

perempuan berada pada posisi yang rentan untuk tidak mendapatkan hak 

asasinya. 

Oleh karena itu juga, dengan adanya Permohonan untuk 

diadakannya pengkajian ulang terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Terbitlah 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PPU-XV 2017. Putusan yang 

menjadi cikal bakal amandemen UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang akan digunakandalan memecahkan masalah penulis 

yaitu pendekatan yuridis-empiris. Yang mana arti dari yuridis empiris itu 

sendiri adalah melakukan suatu pembahasan dalam suatu penelitian yang 

mana menggunakan bahan-bahan hukum dengan melihat hukum sebagai 

kenyataan sosial. Yang dimaksud yuridis empiris pada penelitian ini adalah 

dengan menganalisa permasalahan yang berada dilapangan sesuai dengan 

rumusan penulis kemudian dipadukan dengan materi-materi hukum dan data 

yang didapat di Pengadilan Agama Lumajang yang berkaitan tentang 

implikasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam kajian 

ini berupa penelitian lapangan (field research) Yaitu dengan mengunjungi 

lembaga Pemerintahan Pengadilan Agama Lumajang guna kebutukan akan 

data pokok untuk memenuhi penyusunan penelitian skripsi ini.  Penelitian ini 

dilakukan guna untuk memperoleh data primer.  

B. Lokasi Penelitian  

Peneliti mengambil lokasi di Daerah Lumajang lebih tepatnya berada 

di Pengadilan Agama Lumajang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 11 

Sukodono Lumajang. Alasan peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Agama 

Lumajang karena peneliti ingin mengetahui bagaimana implikasi Undang-
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undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi kawin 

mengingat kabupaten Lumajang merupakan kota dengan tingkat perkawinan 

dibawah umurtertinggi di Provinsi Jawa Timur. 

C. Subyek Penelitian 

1. Sumber Data Primer 

Ialah data umum yang didapatkan secara langsung yang berhubungan 

dengan objek penelitian.  Sumber ini data langsung tentang pertanyataan 

yang dibuat oleh penulis pada saat melakukan wawancara dengan 

informan yang berasal dari hakim, pejabat, ataupun petugas yang 

menangani suatu perkara yang berkenaan dengan pengajuan permohonan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang.
28

 

Sumber data primer pada penelitian ini adalah data terkait pengajuan 

permohonan dispensasi kawin yang diperoleh dari lembaga Pemerintahan 

Pengadilan Agama Lumajang yang juga dijadikan bahan acuan utama 

penyusunan skrispsi ini. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data yang didapat bukan melalui sumber utama melainkan 

melalui media perantara atau tidak secara langsung disebut juga dengan 

pendapat atau pemikiran para ahli dan pakar yang mempelajari suatu 

bidang tertentu.
29

 Sumber data sekunder pada penelitian ini menggunakan 

beberapa kitab hukum, buku-buku hukum, e-book, artikel, jurnal, naskah 

                                                           
28 Ibnu Hajar, Dasar-Dasar Metodologi Kualitatif dalam pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo, 

1996), 83. 
29Syafinidawity,Data Sekunder,Universitas Raharja, November 08, 2020, 

https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder. 
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akademik PERMA, bahan-bahan hukum yang bersumber dari surat edaran 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan literatur-literatur hukum serta 

tulisan di internet tang berkaitan tentang penelitian.  

3. Sumber Data Tersier  

Data tersier adalah data yang berupa bahan-bahan pendukung 

penelitian ini berupa buku, laporan, jurnal hubungan dengan pembahasan  

dalam penelitian ini.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data 

lapangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dilakukan secara bebas dan terbuka 

dengan menggunakan alat berupa data pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelum terjun ke lapangan dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal 

ini dilakukan agar mendapatkan data yang valid dan reliabel di lapangan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi secara 

langsung yaitu dengan melakukan pengamatan pada lokasi penelitian yaitu 

di Pengadilan Agama Lumajang dan akan dilakukan pencatatan terkait 

beberapa data yang duperlukan dalam penelitian ini. Dengan dilakukannya 

observasi ini nantinya data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Data-data yang diperoleh di Pengadilan 

Agama Lumajang sangat membantu penulis dalam penyelesaian penelitian 
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ini yang, terutama tentang bagaimana implikasi Undang-undang Nomor 16 

tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Lumajang.    

2. Wawancara  

Wawancara adalah sistem tanya jawab dalam penelitian yang 

dilakukan secara verbal. Yang dilakukan oleh dua orang atau bahkan lebih, 

dengan berkomunikasi dan mendengarkan secara langsung jawaban atau 

keterangan yang disampaikan guna untuk mendapatkan data langsung dari 

sumber informasi terkait di lapangan.  

Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Lumajang secara 

bebas dan terbuka dengan menggunakan beberapa daftar pertanyaan yang 

telah persiapakan sesuai dengan problematika yang diangkat oleh penulis. 

Tujuan dari diadakannya sebuah wawancara adalah untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukan oleh penulis yang mana akan disampaikan 

secara langsung oleh informan.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasimerupakan cara pengumpulan data-data melalui 

pencatatan data-data yang sudah ada. Melalui dokumen-dokumen atau 

jurnal ilmiyah, bahkan data dokumen yang dimiliki oleh Pengadilan 

Agama Lumajang.Setelah itu didokumentasikan data yang didapatkan, 

baik primer maupun sekunder yang terkait objek pembahasan penelitian di 

lapangan. Dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam terkait 
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implikasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 pada peningkatan angka 

dispensasi. 

E. Analisis Data 

1. Reduksi Data 

Pada tahapan awal setelah melakukan pengumpulan data di 

lapangan yang berkenaan dengan pelaksanaan uu no. 16 tahun 2019 

ataupun iimplikasinya terhadap peningkatan dispensasi kawin pada 

Pengadialan Agama Lumajang, kemudian peneliti disini melakukan 

pemilahan data untuk menentukan data mana yang dapat diambil dan 

menjadi data pokok serta dirangkum dan memfokuskan pada bagian 

penting dalam catatan hasil penelitian di Pengadilan Agama Lumajang. 

2. Penyajian Data 

Data yang telah dipilih pada proses sebelumnya kemudian akan 

disajikan dengan dengan cara deskriptif sesuai dengan jenis penelitian 

yang diambil oleh penulis yang berupa kualitatif. Hal ini dimakustkan agar 

temuan di lapangan dapat menganalisa permasalahan dan diinterpretasikan 

secara mendalam dalam muatan muatan kajian hukum empirik. Kemudian 

dipahami serta merancang tahapan berikutnya berupa simpulan. 

3. Teknik Analisis 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif yaitu penyajian data yang berupa penjelasan deskriptif. 

Dimana disusun dalam muatan content analysis yang akan digunakan 
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untuk melakukan Analisa secara ilmiah tentang isi dalam sebuah ide 

ataupun gagasan.
30

 

4. Kesimpulan  

Merupakan langkah terakhir dari sebuah penelitian setelah 

dilakukannya suatu analisis dan penyajian seluruh data yang diperoleh dari 

Pengadilan Agama Lumajang. Pada tahap ini lah peneliti akan merangkum 

jawaban dari analisis yang telah dilakukan dengan membahas mengenai 

implikasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan 

dispensasi kawin terutama di Pengadilan Agama Lumajang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Noeng Muhadjir, Penelitian Kualitatif Edisi IV (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68-69. 

https://onesearch.id/Record/IOS4675.JATIM000000000018678 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Lumajang 

Adanya Pengadilan Agama Lumajang ada dari sebuah kesadaran 

masyarakat akan pentingnya syariat agama Islam.Pengadilan Agama 

adalah merupkan salah satu lembaga yang keberadannya diabaikan oleh 

masyarakat. akan tetapi keberadaanya diakui oleh penguasa kolonial 

Belanda yang sedang menjajah Indonesia. merupakan salah satu lembaga 

salah satu lembaga non formil tatanan umat agama Islam yang terbaikan. 

Akan tetapi lembaga ini diakui keberadaannya oleh penguasa Belanda 

yang pada saat itu sedang menjajah Indonesia. Meskipun prinsip pada 

Pengadilan Agama sangat bertolak belakang dengan asas kehakiman 

hukum barat tapi nyatanya hal tersebut tidak dapat dihilangkan, karena 

Pengadilan Agama merupakan salah satu bagian dari sejarah 

perkembangan hukum Islam di Indonesia.  

Belum diketahui secara pasti kapan masuknya Pengadilan Agama 

di kabupaten Lumajang. Akan tetapi, apabila dilihat dari sejarah dan data-

data yang didapat, pada akhir XVII Masehi atau sekitar pada tahun 1760 

Masehi agama Islam masuk di kabupaten Lumajang juga dapat dikatakan 

pada tahun tersebut penyelesaian masalah atau adanya Pengadilan di 

kabupaten Lumajang. Dengan pejabat penghulu yang pertama yaitu R K. 

Abdullah yang kemudian wafat dan dimakamkan di Jodoyudan Lumajang, 
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kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama R.K. H. Moh. Isa, dan 

yang terakhir diteruskan oleh R.K. Marham, konon katanya pada waktu itu 

beliau meneruskan perjuangan dengan Pangeran Diponegoro di Jawa 

Tengah dan kemudian pihak Pemerintah Belanda mengeluarkan pengakun 

yang tertuang dalam Stb. 1820 No.22. 

Menurut sejarah banyak faktor yang menggiring berdirinya 

Pengadilan Agama di Kabupaten Lumajang salah satunya adalah 

kesadaran masyarakat Lumajang tentang syariat Islam dan juga karena 

rasa tidak sukanya masyarakat terhadap penguasa Belanda yang beragama 

non Islam juga peraturan yang bertentangan dengan syari’at Islam. Dengan 

adanya niat, kemauan, dan juga tekat yang kuat masyarakat Lumajang 

melakukan musyawarah dan menyelesaikan masalah secara sembunyi-

sembunyi. Masyarakat yang pintar, faham, atau yang mendalami agama 

Islam, maka rang tersebutlah yang akan dimintai nasehat untuk 

menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. 

Dari kebiasaan masyarakat Lumajang tersebut pada akhirnya 

tercipta dan terjalankannya Pengadilan Agama dalam bentuk lembaga 

formal yang minimalis di tengah-tengah masyarakat Lumajang. Pada saat 

itu, tidak hanya orang yang beragama Islam yang minta untuk diselesaikan 

sengketanya akan tetapi masyarakat pribumi yang anti dengan hukum 

kolonial juga meminta untuk diselesaikan permasalahnya. Dan kegiatan 

perdamaian atau pengadilan hanya dilakukan setiap ada kesempatan di 

malam hari, siang hari, di rumah maupun dibawah pohon. Baru setelah 
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dibangunnya Mushollah atau Masjid, maka pengadilan diadakan di 

serambi Masjid. Hingga sampai saat ini berdirilah kelembagaan 

Pengadilan Agamaformal yang lebih kompleks dibawah naungan 

Mahkamah Agung Negara.  

2. Yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang dan Wewenangnya 

Wilayah yuridiksi atau kekuasaanPengadilan Agama Lumajang 

meliputi daerah-daerah Kabupaten tinggkat II Lumajang, yang mana 

terdiri dari 18 kecamatan kemudian bertambah menjadi 21 Kecamatan, 

meliputi: 

1. Lumajang 2. Sumberseko 

3. Sukodono 4. Gucialit 

5. Klakah 6. Pasirian  

7. Kedungjajang 8. Kunir 

9. Padang 10. Pronojiwo 

11. Jatiroto 12. Tekung 

13.  Senduro 14. Tempusari 

15. Yosowilangun 16. Candipuro 

17. Pasrujambe 18. Rowokangkung 

19. Tempeh 20. Randuangung 

21. Ranuyoso  

 

Eksistensi Pengadilan Agama Lumajang menjadi semakin 

berkembang setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1970  dimana kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan yang terakhir dirubah menjadi Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009 tentang kewenangan dan kedudukan Pengadilan Agama di 

antara Badan Peradilan yang lain.   



40 

 

3. Tugas Pokok dan FungsiPengadilan Agama Lumajang 

Fungsi dari pada Pengadilan Agama tercantum dalam Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 2 tentang Perubahan Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu berbunyi “Fungsi 

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman pada 

tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 

perkara tertentu”. 

Tugas pokok Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, 

menyebutkan bahwa Pengadilan Agma berwenang mengadili perkara 

khusus bagi mereka yang beragama Islam, diantaranya: 

a. Perkara perkawinan, yang dimaksud perkawinan yaitu perkawinan 

yang sesuai dengan Undang-undang dan Hukum Islam. Perkara 

tersebut meliputi: perizinan beristri lebih dari satu orang, dispensasi 

kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan perceraian, 

penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, pencabutan kekuasaan 

wali, putusan tentang sah tidaknya seorang anak, dan lain sebagainya 

yang berkaitan dngan perkawinan.  

b. Perkara waris yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 

c. Pekara wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 

d. Perkara infaq dan shodaqoh yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 
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e. Perkara wakaf yang dilakukan berdasarkan hukum  

f. Perkara zakat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 

g. Perkara hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 

h. Perkara ekonomi syari’ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, 

yang mana meliputi: Bank syari’ah, lembaga keuangan syari’ah, 

asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, pegadaian 

syari’ah, pembiayaan syari’ah, dana pension lembaga keuangan 

syari’ah, bisnis syari’ah berjangka menengah syari’ah.  

Pengadilan Agama bertugas untuk memberikan keterangan, 

pertimbangan dan juga nasihat yang berkenaan tentang hukum Islam 

kepada kepada seseorang apabila diminta, hal ini termuat dalam Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 52 tentang Peradilan Agama. Dan 

memberikan istbat kesaksian hilal dengan penetapan awal bulan pada 

tahun Hijriyah sesuai dengan Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Juga melaksanakan tugas administrasi kepaniteraan 

Pengadilan Agama sesuai dengan pola pembinaan dan pengendalian 

administrasi kepaniteraan dan melaksanakan administrasi kesekretariatan 

serta pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.  

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lumajang 

Visi: 

“Mewujudkan Pengadilan Agama Lumajang yang Agung” 
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Misi: 

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Lumajang. 

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan. 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama 

Lumajang. 

d. Menigkatkan kreadibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama 

Lumajang. 

5. Nama-Nama Pimpinan Pengadilan Agama Lumajang 

No. NAMA MASA JABATAN 

1. Drs. H. Mahfrudin Maliki, S.H. 2006-2009 

2. Drs. H. A. Muzakki, M.H. 2009-2010 

3. Drs. Mohammad Taufiq MH 2010-2012 

4. Drs. H. Masyhudi HS., S.H., M.H. 2012-2013 

5. Drs. H. IQBAL, S.H, M.H 2013-2019 

6. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H 2019-2021 

7. Drs. Muslim, S.H., M.H. 2021-Sekarang 

 

B. Penyajian dan Analisis Data  

1. Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lumajang 

 Jumlah angka pengajuan permohonan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Lumajang sebelum revisi tergolong rendah 

dibandingkan dengan jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin 

pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
31

Yaitu sekitar 

180 pemohon pada tahun 2017, 188 pemohon pada tahun 2018, dan 341 

pemohon pada tahun 2019 seperti dalam diagram berikut: 

                                                           
31Kholid Dermawan, Kinerja Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama 

Lumajang, Pengadilan Agama Lumajang, Tanggal 22 Desember 2021.  
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Data yang dilampirkan diatas merupakan data tahunan yang 

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang dalam mendata penetapan 

yang dikeluarkan oleh para hakim Pengadilan Agama Lumajang terhadap 

permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon. Dari data 

tersebut terlihat setiap tahunnya mengalami peningkatan permohomanan 

dan penetapan yang dikeluarkan hakim Pengadilan Agama Lumajang. 

Pada tahun 2020 data tersebut memperlihatkan bahwa dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Lumajang mengalami kanaikan yang sangat 

signifikan, bahkan sampai empat kali lipat dari jumlah kenaikan data-data 

sebelumnya. Kenaikan terjadi saat kondisi pandemi sedang berlangsung 

dan setelah amandemennya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan 

Undang-undang. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan. Selain itu 

ada beberapa faktor lain yang menyebabkan meningkatnya data tersebut 

akan tetapi menurut penulis dua hal tersebut memiliki peranan signifikan 

dalam peningkatan data yang ada.  

Banyak pelaku pernikahan pada usia bawah rata-rata ketentuan yang 

mengajukan permohonan dispensasi kawin terutama di Pengadilan Agama 

Lumajangtentunyadengan penyebab dan faktor yang berbeda-beda. Selama 
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penelitian di Pengadilan Agama Lumajang, penulis mendapat kesempatan 

untuk melakukan wawancara dengan bapak Sofan Affandi, beliau 

menjabat sebagai Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama 

Lumajang. Beliau menyampaikan bahwasannya ada beberapa faktor yang 

menjadikan sang pelaku perkawinan di bawah umur mengajukan 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang, 

diantaranya: 

a. Faktor Adat dan Budaya 

Maksud dari adat dan budaya adalah adanya kebiasaan 

ditengah-tengah masyarakat Luamajang menjodohkan anak atau 

perjodohan, hal ini lumrah terjadi di sebagian daerah di Indonesia 

termasuk Kabupaten Lumajang yang mana keluarga dan orang tua 

akan segera menikahkan anaknya jika sudah dianggap dewasa. Hal ini 

merupakan adat dan budaya yang biasa dan dilakukan secara turun 

menurun. Jika sebuah keluarga memiliki anak gadis, orang tua tidak 

akan tenang dan selalu merasa khawatir jika anak gadisnya belum 

menikah, takut jika anak melakukan hal-hal buruk yang dapat 

merusak nama keluarga.Serta menikah di usia tua dianggap sebagai 

sesuatu aib karena tidak laku. Maka kemudian anaknya segera 

dinikahkan atau dijodohkan jika sudah baligh dan sudah dianggap 

dewasa oleh orang tua.  

Disampaikan oleh bapak Sofan Affandi, selaku Panitera Muda 

Permohonan pada saat peneliti melakukan wawancara di Pengadilan 
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Agama Lumajang dengan pembahsan tentangfaktor-faktor seseorang 

mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Lumajang. Beliau mengatakan bahwa:  

“perjodohan menjadi salah satu penyebab masyarakat 

termasuk orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin 

untuk anaknya, hal ini disebabkan karena sang anak yang 

sedang dipondokkan, kemudian ada laki-laki yang datang 

menemui orang tua untuk meminang anaknya dan orang tua 

merasa cocok dan kemudian menyetujui hal tersebut atau bias 

jadi ada perjodohan antar orang tua tanpa sepengetahuan dan 

persetujuan sang anak. Kemudian dibawalah si calon menemui 

anak di pondok,  kemudian langsung dinikahkan secara sirri 

oleh kiyai di pondok tersebut. Dan juga Lumajang merupakan 

daerah yang masih kental dengan adat juga budaya, jadi 

menikahkan anak di usia muda menjadi kebanggaan dalam 

keluarga, dan keluarga akan jatuh harga dirinya kalau 

menikahkan anak di usai tua, karna dibilang tidak laku”.
32

 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bawah 

perjodohan menjadi salah satu penyebab masyarakat Lumajang 

mengajukan dispensasi kawin. Karna keegoisan orang tua untuk 

segera menikahkan anaknya dan takut apabila anak menikah diusia 

tua, juga adanya rasa khawatir terhadap anak apabila terjadi hal buruk 

yang tidak diinginkan. Dari sudut pandang sebagai anak yang 

diperjodohkan mereka juga tidak memiliki keberanian untuk menolak 

keinginan orang tua dan yakin bahwa keputusan orang tua adalah hal 

yang terbaik. Sebenarnya, hal tersebut bisa dibicarakan baik-baik 

apabila anak merasa keberatan dan masih ingin melanjutkan sekolah 

untuk meraih cita-cita. 

                                                           
32Hasil wawancara dengan Bapak Sofan Affandi, Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama 

Lumajang, Tanggal 22 Desember 2021. 
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b. Faktor Media Sosial  

Pada saat inikeadaan segala sesuatu semakin canggih. anak-

anak semakin mudah mengakses hal-hal yang menyimpang, dibantu 

dengan smartphone yang diberikan oleh orangtua, maka semakin 

mudah untuk sang anak mengakses internet dengan bebas. Tanpa 

adanya bimbingan dari orangtua maka anak-anak tidak terkontrol 

meniru perilaku menyimpang yang mereka lihat di internet tersebut. 

Faktor media sosial yang mempengaruhi masa remaja anak 

sekolah banyak membuat perubahan baik secara tingkah laku maupun 

secara psikologis, sehingga mengakibatkan adanya perubahan perilaku 

pada anak, seperti mulai lebih memperhatikan penampilan, mulai 

tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan memicu 

adanya perasaan cinta. Jadi adanya kemjuan dalam bidang teknologi 

dan informasi menjadi stimulus yang negatif dalam diri anak. Hal ini 

jug akibat peranan orang tua dalam mengontrol dan mendidik. Yang 

mana kemudian timbul hasrat untuk melakukan hubungan seksual 

yang tidak diperbolehkan oleh agama. tindakan melakukan hubungan 

seksual walaupun tanpa adanya hubungan perkawinan menyababkan 

terjadinya hal-hal negatif yang tidak diinginkan seperti hamil diluar 

nikah. 

Dalam pemaparan bapak Sofan Affandi dalam wawancara. 

Faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi 
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kawin di Pengadilan Agama Lumajang salah satunya adalah hamil 

diluar nikah. Beliau menyampaikan bahwa: 

“banyakperkara pengajuan dispensasi kawin disebabkan oleh 

hamil diluar nikah dan dispensasi kawin dijadikan jembatan 

untuk menutupi aib keluarga atau kasarannya biar tidak 

menjadi omongan tetangga dan juga untuk mencegah 

kerusakan yang lebih fatal apabila tidak cepat dinikahkan. Ini 

adalah imbas dari semakin canggihnya teknologi yang mudah 

diakses, sehingga semakin mudah pula seseorang menjalin 

hubungan tanpa adanya batasan.”
33

 

 

Banyak kasus perkawinan dibawah umur terjadi akibat dampak 

dari media sosial yang mudah diakses dan jangkauannya bebas. Dari 

pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki 

dampak buruk bagi anak jika penggunaannya tidak sesuai. Kelalaian 

orang tua dengan memberikan smartphone tanpa adanya pantauan dan 

batasan akan memberikan dampak negatif yang sangat besar. Tanpa 

kita ketahui, dari internetlah anak-anak dibawah umur dapat dengan 

mudah mengakses situs film porno dan semua pergaulan budayabarat 

yang tidak baik kemudian di praktekkan oleh mereka. Oleh sebab itu, 

pentingnya peran orang tua untuk membimbing, memantau dan 

mengawasi anak dalam bermedia sosial. 

c. Faktor Pendidikan 

Pendidikan sangat penting bagi semua insan di dunia terutama 

bagi generasi muda, pendidikan tidak hanya memberikan informasi 

dan memperdalam ilmu pengetahuan. Akan tetapi, pendidikan juga 

                                                           
33Hasil wawancara dengan Bapak Sofan Affandi, Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama 

Lumajang, Tanggal 22 Desember 2021. 
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dapat membangun karakter seseorang, membangun kekuatan moral, 

mental dan fisik seseorang, yang mana dapat diperoleh dari berbagai 

jenis pendidikan.  

Tingkat pendidikan dapat membantu seseorang dalam berumah 

tangga dan bersosial. Terutama pendidikan ibu karena ibu 

merupakantempat belajar pertama bagi anak dan mempunyai 

kewajiban atas anak. Tidak kalah dengan ibu, tingkat pendidikan ayah 

juga mempengaruhi kehidupan berkeluarga dan bersosial, karena 

pendidikan ayah adalah sebuah komponen yang penting dalam 

mendidik anak untuk berkembang dan berfikir secara mandiri. Oleh 

karena itu, menjadi orang tua juga perlu pengetahuan pendidikan, jika 

pengetahuan, wawasan, dan pendidikannya kurang bagaimana orang 

tua memposisikan diri dalam keluarga.   

Sebagai ummat muslim, pendidikan agama Islam sangat 

berperan penting dalam kehidupan selain bertujuan untuk 

meningkatkan ketaqwaan terhadap Allah SWT juga sebagai pedoman 

dalam mendidik anak. Pendidikan agama harus ditanamkan sejak dini 

bertujuan untuk membuat anak memiliki fondasi agama Islam mulai 

dari berprilaku, kepribadian hingga berprinsip dalam berkehidupan. 

Dengan dberikannya pendidikan Agama pada anak sejak dini 
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memberikan benteng terhadap anak dan membentuk kebiasaan anak 

untuk selalu berperilaku baik dan memiliki budi pekerti yang baik.
34

 

Jika pendidikan agama yang dimiliki anak kurang, maka jangan 

terkejut apabila banyak perlakuan yang menyimpang yang dilakukan 

oleh remaja. Hal ini dikarenakan tidak terisi dan melekatnya nilai-nilai 

moral yang harusnya dilakukan pada saat kecil, remaja maupun 

dewasa, oleh karena itu pentingnya penanaman pendidikan agama 

Islam sedari dini. Tidak hanya peran orang tua, dibutuhkan juga peran 

tokoh-tokoh agama dan pemerintah untuk menanamkan juga 

mengajarkan nilai-nilai moral yang baik pada masyarakat.  

Menurut penulis, hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya 

kasus pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Lumajang, kurangnya pondasi ilmu Agama juga rasa ketaqwaan dan 

takut kepada Allah SWT menjadikan anak tidak takut untuk 

melakukan apa yang mereka lihat dimedia sosial, maka dari itu 

terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan.      

d. Faktor Ekonomi 

Kondisi yang kurang mampu menyebabkan orang tua tidak 

dapat membekali anak dengan pendidikan yang tinggi, untuk 

meringankan beban orang tua, biasanya orang tua mengorbankan anak 

perempuannya untuk dinikahkan. Dengan alasan tidak mampu lagi 

                                                           
34 Sella Ayuni Bonde, Kurannya Pendidikan Agama Islam Berdampak Pada Pendidikan Moral 

Anak, https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/sellaayunibonde/ kurangnya-

pendidikan–agama-Islam-berdampak-pada-pendidikan-

(moralanak56498a357197733c12db12c1diakses pada 05 November 2020, pukul 19:40). 
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menanggung beban hidup dan tidak mampu untuk menyekolahkan 

anak serta sudah ada lelaki yang datang untuk meminang anaknya 

meskipun belum cukup umur. Maka kemudian orang tua meminta 

dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan tersebut.  

Banyak sekali kasus di Pengadilan Agama yang terjadi akibat 

dari ke miskinan, seperti contoh perkawinan dibawah umur. Ketika 

orang tua mengalami masalah ekonomi anak perempuanlah yang 

menjadi korban untuk berhenti sekolah, kemudian menikahkan anak 

perempuannya berharap bias beringankan beban keluarga. Tapi 

sayangnya, anak memilih menikah dengan pria yang dicintainya yang 

mana pria tersebut memiliki nasib pendidikan dan ekonomi yang tidak 

jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.  

Panitera Muda Permohonan bapak Sofan Afandi pada saat 

wawancara memberikan penjelasan mengenai faktor ekonomi yang 

mempengaruhi kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Luamajang, beliau menjelaskan: 

“Sebenarnya faktor ekonomi hanyalah sebuah alasan untuk 

orang tua supaya pengajuan permohonan dispensasi kawinnya 

di terima oleh pihak pengadilan, saat orang tua ditanya 

mengapa menikahkan anaknya yang belum berusia 19 tahun, 

orang tua menjelaskan kalau sudah ada yang datang 

melamarnya dan orang tua tidak bisa menolak karena untuk 

menyekolahkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi orang 

tua tidak mampu. Rata-rata anak dinikahkan oleh orang tuanya 

pada saat berusia 15 tahun sampai dengan 18 tahun atau 

lulusan SMP, tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA 

dengan alasan tidak ada biaya atau sebagainya.”
35

 

                                                           
35Hasil wawancara dengan Bapak Sofan Affandi, Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama 

Lumajang, Tanggal 22 Desember 2021. 
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Kemudian beliau memaparkan tentang kelonjakan pengajuan 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang pada 

tahun 2020: 

“Jika kita lihat data yang masuk ke Pengadilan, pada tahun 

2020 terjadi kelonjangan yang sangat signifikan, ada 1048 

orang tua yang mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya 

yang belum genap berusia 19 tahun. Hal ini perpapasan dengan 

adany wabah virus covid-19 yang berakibat menurunnya 

perekonomian, sekolah dilakukan secara daring dan pergaulan 

semakin bebas. Jika melihat kondisi seperti itu, pihak 

pengadilan juga tidak dapat menolak takut malah terjadi 

sesuatu yang tidak diinginkan.”
36

 

 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor 

ekonomi menjadi salah satu penyebab melonjaknya perkara 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang, 

terutama pada tahun 2020 yang mengalami kelonjangan yang 

signifikan, hal ini berpapasan karena adanya wabah virus covid-19 

yang menjadikan perekonomian di Indonesia menurun, pihak 

pengadilan pun tidak dapat menolak kasus yang masuk takut terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan. 

e. Faktor Perubahan Undang-undang Perkawinan 

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku pada 

tanggal 15 Oktober 2019. Perubahan norma ini mencakup peraturan 

tentang batas minimal usia perkawinan, yang awalnya 16 tahun untuk 

                                                           
36Hasil wawancara dengan Bapak Sofan Affandi, S.H.M.H., Panitera Muda Permohonan, 

Pengadilan Agama Lumajang, Tanggal 22 Desember 2021. 
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wanita dan 19 tahun untuk pria, kemudian disetarakan menjadi 19 

tahun untuk pria dan wanita.  

Perubahan Undang-undang ini terjadi tanpa adanya sebab, usia 

perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita menimbulkan 

diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk 

keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, 

tidak hanya itu, berbedaan usia antara pria dan wanita juga telah 

menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak 

anak sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.  

Jika dilihat secara hukum usia minimal perkawinan wanita lebih 

rendah dibanding pria, jadi wanita lebih cepat melakukan perkawinan 

dan membentuk keluarga.  

Dengan berubahnya Undang-undang tentang Perkawinan 

terutama tentang batas minimal usia perkawinan, yang mana juga 

tetap mengatur mengenai izin perkawinan dibawah usia 19 tahun 

dengan syarat orang tua kedua belah pihak calon mempelai meminta 

atau mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan. 

Oleh sebab itulah Pengadilan Agama Lumajang menerima 

banyak pengajuan permohonan dispensasi kawin. Sebagaimana 

dijelaskan oleh bapak Anwar selaku hakim di Pengadilan Agama 

Lumajang saat melakukan wawancara sebagai berikut: 
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“Jika lihat data, adanya peningkatan atau kelonjakan 

dispensasi kawin itu terjadi pada tahun 2020, sebelumnya 2019 

hanya ada 341 perkara yang ditangani, kemudian 2020 

melonjak sangat tinggi menjadi 1048 perkara, kelonjakan ini 

bisa disimpulkan kalau penyebabnya adalah adanya perubahan 

Undang-undang Perkawinan yang belum diketahui oleh 

masyarakat, bisa jadi kurangnya sosialisasi atau 

pemberitahuan kepada masyarakat bahwa batas minimal usia 

perkawinan telah diubah menjadi setara 19 untuk pria dan 

wanita”.
37

 

 

Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus dan 

menetapkan perkara terutama dispensasi kawin sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di Negara Indonesia, tidak hanya terpacu pada 

perUndang-undangan saja hakim juga menggunakan pendekatan 

metodologi dalam kajian hukum Islam (fiqih) mengenai permohonan 

usia perkawinan, hal tersebut perlu dipertimbangkan dengan maslahat 

mursalah.  

Apabila pemicu naiknya angka dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama Lumajang adalah akibat dari kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang perubahan Undang-undang Perkawinan terutama 

mengenai batasan usia perkawinan, maka perlu adanya sosialisasi dari 

pemerintah atau petugas setempat kepada masyarakat tentang 

bahwasannya batasan usia perkawinan telah berubah menjadi 19 tahun 

untuk pria dan wanita menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019, juga memberikan penyuluhan atau pengertian kepada 

masyarakat mengenai bahayanya perkawinan dibawah umur. 

                                                           
37Hasil wawancara dengan Hakim Bapak Drs. Anwar, Pengadilan Agama Lumajang, Tanggal 22 

Desember 2021. 
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2. Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap 

Peningkatan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lumajang 

a. Angka Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum 

PenetapanUndang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

Diketahui angka pengajuan permohonan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Lumajang sebelum adanya revisi tercatat ada 180 

sampai dengan 188 perkara. Sebenarnya perkara dispensasi kawin 

pertahunnya mengalami kenaikan, akan tetapi tidak setinggi setelah 

adanya revisi Undang-undang. Hal ini dijelaskan oleh bapak Sofan 

Affandi pada saat wawancara, beliau menjelaskan: 

“Tahun sebelum adanya revisi Undang-undangPerkawinan, 

perkara dispensasi kawin sudah tergolong tinggi dibanding 

kota-kota yang lain. Karna lumajang termasuk kota yang 

masih kental dengan adat budaya. Ya, seperti menikahkan 

anak perempuannya diusia yang sangat muda, rata-rata usia 

15 tahun usia segitu seharusnya masih menempuh 

pendidikan tapi karna orang tuanya masih mengikuti adat 

yang ada dilingkungan ya jadi mau tidak mau ya menikahkan 

anaknya di usia segitu.”
38

 

 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum 

adanya revisi Undang-undang tentang Perkawinan, perkara 

dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Lumajang setiap 

tahunnya mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan akan tetapi 

dibanding dengan kota-kota yang lain angka perkara dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Lumajang cukup tinggi, hal ini 

dikarenakan karena masyarakat Lumajang masih kental dengan adat 

                                                           
38Hasil wawancara dengan Bapak Sofan Affandi, S.H.M.H., Panitera Muda Permohonan, 

Pengadilan Agama Lumajang, Tanggal 22 Desember 2021. 
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atau tradisi menikahkan anaknya diusia muda karena takut sang anak 

tidak laku jika menikah diusia tua.  

b. Angka Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Penetapan 

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 

 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 

mulai disahkan dan diberlakukan pada 15 Oktober 2019, yang mana 

berpapasan dengan masuknya virus covid-19 di Indonesia. Pandemi 

virus covid-19 memberikan pengaruh yang sangat besar dalam 

berbagai aspek, terutama aspek ekonomi yang akan berimbas pada 

peningkatan disepensasi kawin, karena tidak sedikit orang tua yang 

menikahkan anaknya di usia muda dengan alasan meringankan 

beban ekonomi keluarga. Pada kenyataannya perkawinan anak justru 

menimbulkan rantai kemiskinan yang akan terus berlanjut, 

kurangnya kesiapan anak untuk menghadapi bahtera rumah tangga 

menjadi sumber penderitaan bagi anak baik secara fisik, psikis, 

sampai dengan kesejahteraan sosial.  

Dengan pemberlakuan Undang-undang pada tahun 2019 dan 

penunjukan data yang meningkat secara signifikan terkait dispensasi 
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kawin menggambarkan bahwa faktor-faktor penyebab menikah di 

usia muda di Lumajang masih tetap ada di tengah-tengah masyarakat 

Lumajang. Dan banyak dari masyarakat sendiripun belum 

mengetahui terkait adanya perubahan Undang-undang tersebut. 

Sehingga kelonjakan data yang signifikan dari pada sebelum 

dirubahnya Undang-undang pernikahan tersebut terjadi.  

C. Pembahasan Temuan 

1. Fenomena Pernikahan Dini Di Lumajang  

Rata-rata pengajuan dispensasi kawin dilakukan oleh remaja putri 

dalam kisaran umur 15 tahun keatas. Kasus yang sering menjadi bahan 

permohonan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang 

paling banyak adalah, hamil di luar nikah dan perjodohan. Dari gambaran 

kasus diatas terlihat bahwasannya masyarakat Lumajang harus 

memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pendidikan terhadap anak 

serta mindset pernikahan yang dimiliki oleh orang tua. 

Pola bergaul dan memenejemen teknologi dan informasi menjadi 

faktor utama yang menyebabkan pergaulan pada remaja di Lumajang 

malampaui batas kewajaran sehingkan menimbulkan kejadian hamil di 

luar nikah. Kemudian perjodohan dimana mindset orang tua di Lumajang 

masih berfikiran bahwa menikahkan anaknya terutama perempuan di usia 

muda merupakan sebuah kebanggaan. Harusnya orang tua lebih memahi 

bahwasanya menikah bukan hanya sebatas umur untuk dilakukan 

melainkan banyak faktor lain seperti, keharmonisan rumah tangga yang 
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dapat diraih dengan kematangan psikologis, kematangan finansial, 

kematangan biologis, dan lain sebagainya.  

Pemerintah Lumajang sebernya telah mencoba menekan angka 

pernikahan dini dengan peraturan daerah tentang anak. Akan tetapi hal 

tersebut belum dapat menekan adanya pernikahan dini. Hal ini kembali 

lagi kepada kondisi masyarakat Lumajang yang masih memaklumi dan 

belum paham secara utuh terkait dampak akan pernikahan di usia dini.  

2. Implikasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Peningkatan 

Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lumajang  

 

Berdasarkandata yang ditemui di lapangan,peningkatan angka 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajangyang sangat 

signifikan terjadi pada akhir tahun 2019, yaitu ada sekitar 341 pemohon, 

kemudian melonjak tinggi pada tahun 2020 yang berjumlah 1.048 pemohon 

dan berlahan turun pada tahun 2021 berjumlah 894 pemohon, meskipun 

masih tergolong cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa naiknya angka permohonan dispensasi kawin terjadi 

setelah diberlakukannya Undang-undang Perkawinan terbaru, yaitu Undang-
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undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Sebelum adanya revisi, batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 

Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

mana menjelaskan bahwa suatu perkawinan hanya diizinkan apabila pria 

telah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun, 

apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang kerkenaan dengan 

batasan umur sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1), maka orang tua wajib 

meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan terutama Pengadilan Agama 

Lumajang. 

Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan Mahkamah Agung pasca 

disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, fenomena dispensasi 

kawin selama tiga tahun terakhir mengalami kelonjakan yang sangat 

signifikan terutama di tahun 2020, yaitu mencapai angka 1.048 permohonan 

dispensasi kawin yang diajukan. Peningkatan ini memberikan gambaran 

bahwa Undang-undang No. 16 Tahun 2019 memiliki dampak yang 

signifikan terhadap peningkatan dispensasi kawin di Lumajang. Karena pada 

tahun-tahun sebelumnya angka dispensasi kawin juga mengalami 

peningkatan akan tetapi tidak separah setelah adanya perubahan Undang-

undang pernikahan yang baru. 

Meskipun demikian, meningkatnya angka pengajuan dispensasi 

kawin setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak 

memberikan arti bahwa Undang-undang yang baru tidak ada perubahan 
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positif dan lebih buruk dari Undang-undang sebelumnya. Adanya perubahan 

Undang-undang tentang Perkawinan dapat dikatakan cukup memberikan 

keadilan dibandingkan Undang-undang sebelumnya, yang mana Undang-

undang tentang Perkawinan sebelumnya dianggap kurang memadai dan 

diskriminatif terhadap perempuan. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan 

batas minimal usia perkawinan antara pria dan wanita. Selain itu ditinjau 

dari aspek-aspek yang lain seperti fisiologis, biologis bahkan kematangan 

psikologis batasan usia 16 tahun belum memadai seseorang untuk 

mengalami sebuah proses pernikahan 

Jika melihat data yang ditemukan di lapangan dalam pandangan 

penulis,kenaikan yang  signifikan terkait dispensasi kawin pada tahun 2020 

terjadi karena pola dispensasi kawin di daerah Lumajang masih terbilang 

konsintren dikarenakanperanan perlakuan adat istiadat, media sosial, 

ekonomi, dan pendidikan terkait pemakluman terhadap penikahan usia dini 

terbilang masif dan sering terjadi. Kemudian rata-rata  pernikahan usia dini 

dilakukan oleh remaja perempuan dengan kisaran umur 15-18 tahun. 

Sebelum adanya amandemen Undang-undang pernikahan dengan batasan 

usia diatas 16 tahun maka otomatis perempuan yang berusia 17 dan 18 tahun 

tidak mengajukan dispensasi kawin. Akan tetapi setelah adanya 

pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dengan pola faktor 

yang tetap di Lumajang maka lonjakan angka dispensasi kawinpun terjadi 

berkali-kali lipat di Pengadilan Agama Lumajang.  
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Selain itu, lonjakan ini terjadi karena kurangnya pemahaman 

masyarakat terhadap aturan baru yang diberlakukan tentang batasan usia 

menikah. Karena dalam pandangan penulis jika masyrakat memahami, 

lonjakan yang signifikan tersebut tidak akan terjadi. Dalam hal ini kita dapat 

mengetahui bahwa sosialisasi terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019 belum secara efekif dilakukan. Untuk menekan angka peningkatan 

dispensasi kawin dan perkawinan anak usai dini, sebenarnya Kabupaten 

Lumajang telah membentuk Peraturan yang membahas mengenai 

penjaminan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak atas anak. Hal 

ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Kabupaten Layak Anak. 

 Namun, peraturan ini belum maksimal penerapannya, oleh karena 

itu dibutuhkannya kerja sama dan komite dari semua golongan untuk 

menangani masalah ini, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, tokoh 

Agama, dan juga pemerintah. Harus adanya sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai perubahan Undang-undang tentang Perkawinan terkhusus tentang 

perubahan batas usai perkawinan. Juga perlu diutamakan adalah 

memberikan pemahaman kepada orang tua juga masyarakat mengenai 

konsekuensi juga dampak negatif dari perkawinan anak dari berbagai aspek 

baik segi lahir maupun batin. 

Mengenai pemberian dispensasi kawin kepada pemohon, Pengadilan 

Agama memberikaan konsultasi kepada pemohon yang akan mengajukan 

permohonan dispensasi kawin, juga para hakim diharap melakukan 
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pertimbangan dalam berbagai hal yang menyangkut mengenai kesiapan 

calon suami istri yang hendak menikah. Yang harus diperhatikan seperti 

faktor kesehatan, mental, kesiapan ekonomi, dan juga pendidikan, hal ini 

dimaksud supaya dispensasi kawin tidak hanya menjadi formalitas yang 

harus dilakukan untuk melegalkan perkawinan anak dibawah umur.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian implikasi UU No.16 Tahun 2019 Terhadap 

peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajangdicapai sebuah 

kesimpulan sebagaimana berikut; 

1. Data yang diperoleh di Pengailan Agama Lumajang menyebutkan bahwa 

terjadi kelonjakan angka permohonan dispenssi kawin pada tahun 2020 

seelah diberlakukannya Undang-undang perkawinan yang terbaru, yaitu 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang mana sebelum adanya revisi 

Undang-undang angka pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Lumajang ada 180 pemohon pada tahun 2017, kemudian 188 pemohon 

pada tahun 2018, dan 341 pemohon pada tahun 2019, setlah adanya revisi 

Undang-undang menjadi 1.048 pemohon pada tahun 2020 dan 894 

pemohon pada tahun 2021.   

juga pernyataan yang dilontarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang ada 

beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya masyarakat Lumajang 

melangsungkan pernikahan usia dini. Berikut faktor yang menyebabkan 

pernikahan dini meningkat di Kabupaten Lumajang.  

Yang pertama adat istiadat, yang mana masarakat Lumajang masih 

menerapkan adat istiadat budaya menikahkan anak perempuannya diusia 

muda. Kedua media sosial, mudahnya mengakses media sosial tanpa 

pengawasan orang tua menyebabkan seorang anak meniru perilaku 
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menyimpang yang mereka lihat di media sosial. Ketiga faktor pendidikan, 

pondasi pendidikan sangat penting, terutama pendidikan ilmu agama, yang 

mana menjadikan seseorang takut kepada Allah SWT. Keempat, faktor 

ekonomi, dengan alasan fakor ekonomi yang tidak mampu menyekolahkan 

anak menjadi alasan orang tua dalam mengajukan permohonan dispenssi 

kawin. Kelima Undang-undang No. 16 Tahun 2019, perubahan Undang-

undang tentang perkawinan teutama mengenai batas minimal usia 

perkawinan menjadikan angka permohonan dispensasi kawin melonjak 

sangat signifikan. 

2. pernikahan usia dini dilakukan oleh remaja perempuan dengan kisaran 

umur 15-18 tahun. Sebelum adanya amandemen Undang-undang 

pernikahan dengan batasan usia diatas 16 tahun maka otomatis perempuan 

yang berusia 17 dan 18 tahun tidak mengajukan dispensasi kawin. Akan 

tetapi setelah adanya pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 

dengan pola faktor yang tetap di Lumajang maka lonjakan angka 

dispensasi kawinpun terjadi berkali-kali lipat di Pengadilan Agama 

Lumajang. Terjadinya kelonjakan angka pengajuan permohonan dispenssi 

kawin ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 

aturan baru yang diberlakukan tentang batasan usia menikah. Karena 

dalam pandangan penulis jika masyrakat memahami, lonjakan yang 

signifikan tersebut tidak akan terjadi. Dalam hal ini kita dapat mengetahui 

bahwa sosialisasi terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum 

secara efekif dilakukan.Untuk menekan angka peningkatan dispensasi 
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kawin dan perkawinan anak usai dini, sebenarnya Kabupaten Lumajang 

telah membentuk Peraturan yang membahas mengenai penjaminan 

pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak atas anak. Hal ini 

tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Kabupaten Layak Anak. 

B. Saran  

Dengan Melihat kondisi muda mudi saat ini, terutama usia-usia remaja 

pernikahan bukan sebuah kondisi yang dapat dijalankan dengan mudah tanpa 

adanya kesiapan yang matang. Yang penulis dapat sarankan untuk menekan 

angka pernikahan di usia dini dan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama Lumajang. Adalah dengan terjun dan memberikan pengajaran serta 

sosialisasi terkait pernikahan di usia muda dan Undang-undang pernikahan 

yang terbaru. Tentunya dengan bersinergi dengan instansi dan lembaga 

terakait. Seperti kantor desa, PKK, PKH, dan komunitas-komunitas yang 

bergerak dibidang kekeluargaan.  

Selain itu, marsyarakat dalam lingkup kecil yaitu keluarga harus 

memiliki pandangan yang baik benar terkait penikahan di usia muda dan 

dampaknya. Dan juga metode mendidik yang dilakukan oleh para tua harus 

ditingkatkan dengan disertakan metode pendidkan yang memiliki nilai-nilai 

Islam di dalamnya untuk membantu memberikan bekal pada anak dalam 

menjalankan kehidupan. 
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